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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Tebo sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai Perencanaan, dan

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali pengelolaan Keuangan Daerah

dalam Peraturan Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo nomor 1

tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak

sesuai dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu

diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang mengenai ketentuan umum pengelolaan

keuangan daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,

koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah,

anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja

daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan

dan belanja daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,

penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum

daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah,

serta pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2021.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1).
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